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Diungkap Kapolri Di Senayan

Jenderal LSP End User Penyadapan
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BERI SALAM: Kapaoli Jenderal Polisi Suyedi Ario Seto me.r;'-:le-r salam ke
Anggota DPR saat mengikut Rapat Keria (Raker) Kamisi HDOPR di Gedung
Muzamara |, Kompieks Pardemen, Senayan, Jakaria, Kamis (1 2M11172026).

EAPOLEI lenderal Pol. Suyudl
Arko Seto mengungkaphan mantan
Eapalrl fenderal LA5FP diduga men|adl
rengEuna akhir arau end user hasil
penvadapan legal terhadap Presiden
Prabown Sublanto dan sejumlah o
koh nasional.

Hal L disampalkan Suyvudl dalam
ragarl kena dengan Komise I DPR
dl Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamls (1271 1/2026].
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Menvorut Suyuedl, LSF diduga tl-
dak hanya membertkan perintah
dan menentukan farget penyvadapan
kepada mantan Kabag Monihoring
[Kabagmon) Polrl [fjen A5, rerapl
juga menerima hasilnya.

“lenderal LSF vang menjabar
sebagal Kapolrl pada periode ke-
jadian, diduga memberikan perintah
dan menentukan targe: penvadapan
secara llsan ataug melalul WhatsApp

kepada Kabagmon A5, serta menjade
penerima hasil akhir atau end user
peryadapan,” unghkap Suvudl.

Berdasarkan penyudikan semen-
rara, perintah tersebur diduga disam-
patkan L5FP melalul mantan Eadly
TIKE Palrl Irjen SLI, kemudian dite-
ruskan kepada Ijen EHS dan Irjen
A% Suyudl menjelaskan, dugaan
penvadapan berlangsung melalul
lima takapan. mulal dari pemmberian
perlnmah, memasukkan nomaor tele-
pon target ke sistem, pelaksanaan
penvadapan, pelaporan hasll, hingga
penghapusan data elekironik.

‘Periniah fersebur disampatkan
secara lsan atau melalus grop Whai-
sApp fanpa surat permohonan pemyl-
ik maupun lampiran lagoran polesl,”
kata Swyvudi.

Seielah menerima lostroksi, tim
Technlcal Supporting Unle (TSL)
diduga memasukkan nomor telepon
sazaran ke dalam Lawiul Interceptlon
hanagerment Syaem (LIMS) tanpa
werifikasi keterkoitan nomor dengan
perkara pldana.

Fenyvadapan kemudlan dilakukan
menggunakan perangkar PFenlink s
X PLX), denpan hasil rekaman di-
dengarkan, diekspor, dan dituang-
kan dalam benruk transkripsi sebe-
Ium dilaporkan secara berjenjang
kepada Listyo

Ihata penyadapan yang fersampan
dalam LIME dan PLX diduga dibapus
pada Okraber 2026, Memurut Sovudl,
penghapusan tersebut dilakukan tim
TEU atas perintah Ahele
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Suyudi mengatakan, terdapat dua
jalur dalam proses provisioning pe
nyadapan, yakni jalur resmi dan jalur
atenst. Jalur resmi mengacu pada Per
aturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010
dan SOP Bareskrim Tahun 2009, yang
mensyaratkan permobanan terulis pe
nyidik beserta laporan palisi, resume,
analists. dan dokumen pendukung.

Permobonan tersebut baros divenifi
Kiasi dan disetujui secara berjenjang se
belum penyadapan dilakukan. Naniun,
dalam perkara ini ditennukan dugaan
penyimpangan berupa perintah tanpa
permohonan penyidik, provisioning
tanpa verifikasi, penggunaan hasil
penyadapan di luar prosedur, serta
penghapusan data elektronik.

Untuk mengungkap perkara tersebur,
Polritelah memeriksa 28 sakst dan enam
ahli. Sebanyak 24 saksi berasal dari
internal Polri, iga dari perusahaan tele
komunikasi Indosat, XL, dan Telkomsel,
serfa sat dart vendor sistems penyadapan.

Enam ahli yang diperiksa terdiri atas
dhua pakar teknologi informasi dan tran
saksi elekimonik (ITE} serta empat ahl
Hukum picana. Penyicik jugamenyita 1
felepon sengzan, tujuh flashdisk CRU,
komputer lptop, modem, dokumen, dan
data Iog penyadapan

Menurut Suyudi, sasaran penya
dapan diduga tidak hanya-Presiden
Prabowo. tetapi juga lingkar Istana,
kementerian dan lembaga. pejabat
pemerintah. anggota DPR, tokoh
politik, kepala daerah, kapolda, KPK,
Kejaksaan, hingga internal Polri.
Organisasi masyarakat, akfivis, dan
miahasiswa juga disebur masuk dalam
daftar target penyadapan.

*Daftar sasaran tersebut merupakan
bagian dari materi penyidikan dan
fidak dapat dimaknai sebagai keter-
libiatan pihak-pihak tersebut dalam
suatt tindak pidana.” katanya,

Berdasarkan hasil penyidikan, Polr
felah menetapkan empat tersangka,
yakni LSP, SU. EHS, dan AS. Mereka
diduga memiliki peran berbeda, mulai
dari pember perintah dan penerima
hasil penyadapan, penerus laporan,
pengarah operator. hingga pihak vang

memerintahkan penghapusan data.

Dilm perkara utama, empat fersangha
dijerat Pasal 258 KUHP terkait penyada
pan. Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat 1) UU
ITE terkait penghilangan data elekironk,
serta Pasal 332 KUHD terkait akses ile
gl Sementara i, dugaan makar masth
dlifangani melalud penyelidikan terpisah.

Palri juga menerhitkian laporan poli
si terkait dugaan tindak pidana makar
yang dilakukan secara bersama-sama
dan berdasarkan-mufakat. Namun,
penyelidikan dugaan makar tersebut
dilakukan secara terpisah dari perkara
penvadapan ilegal, akses ilegal, dan
penghilangan data elektronik,

“Untuk mendalami dugaan tersebu,
penyelidikan difokuskan pada penelu
suuran perintalr dan fujuan penyadapan,
pemeriksaan personel yang diduga
mengetahui kegiatan tersehut, seria
pendalaman tugas dan kegiatan terse-
but," ujar Suyudi.

Menutup paparannya. Suyudi meng
ingatkan, setiap kewenangan memiliki
batas dan harus dipertanggungjaw
abkan. Dia menegaskan kehormatan
institusi dibangun melalui keberanian
mengungkap kebenaran, bukan den

'l Bongkar Motif Penyadapan

gan menutupi kesalahan.

Merespans pemaparan Kapolri,
Komisi I DPR meminia, Polri me
rigusut perkara tersebut hingaa tuntas.

Keiua Komisi 111 DPR Hahibu
rokhiman mendorong, penyidik men
dalami kemungkinan survedlans ilegal,
pembunuhan Karakter. pengondisian
apini di media sosial, hingga peng
palangan massa aksi vang dapat meng
ganggy pelaksanaan tugas Presiden.

"Yang intinya bisa membuat Presiden
tidak mampu melaksanakan fugasnya,'
Kata politikus Gerindra tersebu.

Wakil Ketua Komist 1 DPR Moham
mad Rano Alfath juga meminia, polis
mengungkap motif dan seluruh pihak
vang terlibat dalam perkara tersebut.
“Bongar kasus ini sampai tunias, kami
Komisi 11l DPR mendukung Polri,'
tegas politikus PRB tersebut

Senada, Wakil Ketua Komist [1]
DPR Ahmad Sahroni mengingatkan,
agar pengusutan tidak berhenti di
tengah jalan dan meminia Polr renus
menyampaikan peckembangan perkara
kepada publik. *Jangan lembek dan
nanti fangan sampai tidak ada berita
nya lagl," ujamya. ey
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